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ABSTRAK

Muhammad Fakhrully Nugraha. Mei 2023. KEWENANGAN PENGADILAN
NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK. Skripsi, Program Sarjana
Studi lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91
halaman. Pembimbing utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing
Pendamping: Dr. Suprapto, S.H.,M.H.

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Partai Politik dan Batas Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dengan
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Sengketa
Partali.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana
penilitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan mempelajari
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta semua tulisan yang
berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus pendekatan
konseptual.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Mengenai
Mekanisme Penyelesiaian Sengketa Partai Politik yaitu diatur dalam Undang-
Undang No. 2 Tahun 2011, diatur dalam 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32 dan Pasal 33
yang menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh partai politik
sebagaimana diatur di dalam AD/ART. Kedua, Dalam hukum acara perdata
gugatan perkara perdata ke pengadilan negeri hanya dikenal 2 (dua) jenis perkara
yakni perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi (ingkar janji). Jika
putusan Mahkamah Partai diajukan sebagai gugatan PMH di Pengadilan Negeri,
maka tidak tepat karena perkara perselisihan partai politik pada intinya adalah
perkara keberatan terhadap putusan partai yakni perkara administrasi yang bukan
merupakan kewenangan pengadilan negeri yakni merupakan kewenangan PTUN.

Kata Kunci: Kewenangan, Sengketa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha
Negara, Partai Politik.



RINGKASAN

Muhammad Fakhrully Nugraha. Mei 2023. KEWENANGAN PENGADILAN
NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK. Skripsi, Program Sarjana
Studi IImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91
halaman. Pembimbing utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing
Pendamping: Dr. Suprapto, S.H.,M.H.

Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak
asasi manusia yang harus dilakukan untuk memperkuat dan memperkokoh tatanan
bangsa sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wujud
dari kebebasan berserikat salah satunya melalui pembentukan Partai Politik.
Sejarah Partai Politik yang selalu diwarnai dengan beberapa konflik internal
membuat terhambatnya peran penting didalam mengawal roda demokrasi.
Sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah
mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di internal Partai pada Pasal
32 dan Pasal 33 yaitu sengketa diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sebutan
lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Kemudian tahapan selanjutnya adalah
Pengadilan Negeri dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Jadi Partai Politik
menentukan bahwa mahkamah partai politik berfungsi untuk menyelesaikan
perselisihan internal Partai Politik. Penyelesaian perselisihan internal partai politik
harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Putusan mahkamah partai
politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang
berkenaan dengan kepengurusan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Mekanisme
Penyelesaian Sengketa Partai Politik dan Batas Kewenangan Antara Pengadilan
Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Perkara
Gugatan Sengketa Partai.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan
hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui studi
kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa Partai Politik menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara normatif dijelaskan
pada Pasal 32 dan Pasal 33 yang menyatakan bahwa mekanisme
penyelesaian sengketa Partai secara ketentuan partai sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART)
penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik, sebagai
contoh Konflik Partai Politik sebagaimana pernah terjadi di Indonesia
adalah dualisme kepengurusan Partai terjadi di Partai Golkar dan Partai
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Persatuan Pembangunan yang memiliki Peraturan Organisasi Partai
perihal Tata Beracara Mahkamah Partai yang baku dan lengkap, yaitu
Mengajukan permohonan mengajukan surat persuratan keberatan,
Pembentukan Mahkamah partai,Mahkamah Partai memanggil Pemohon
dan Termohon, Pembuktian, dan Putusan.

. Apabila para pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan
mahkamah partai maka dapat melakukan upaya jalur alternatif
penyelesaian perselisinan yaitu melalui Pengadilan Negeri atau
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan adanya SEMA Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyatakan
bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan di Pengadilan Negeri.
Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk
menguji sebuah surat keputusan pejabat tata usaha negara (beschiking)
yang diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik.
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